GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 101 TAHUN 2016
TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENATAAN KAWASAN KOTA TUA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan penataan kawasan Kota Tua di Provinsi DKI
Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

Untuk
KESATU

. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI
Jakarta

. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DK! Jakarta

. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI
Jakarta

. Walikota Jakarta Barat

. Walikota Jakarta Utara

. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DK! Jakarta

. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI
Jakarta

. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua

Melaksanakan percepatan penataan kawasan Kota Tua dengan masing-
masing tugas sebagai berikut :

a

. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Asisten Perekonomian
Sekda Provinsi DKI Jakarta :

1. mengoordinasikan pengendalian pelaksanaan penataan kawasan
Kota Tua melalui Unit Pengelola Kawasan Kota Tua selaku
koordinator dan penanggung jawab kegiatan penataan kawasan Kota
Tua; dan




2. melaporkan kepada Gubernur progres pelaksanaan penataan
kawasan Kota Tua berdasarkan laporan Unit Pengelola Kawasan
Kota Tua.

. Walikota Jakarta Barat dan Walikota Jakarta Utara :

1. sosialisasi kepada masyarakat terdampak kegiatan penataan
kawasan Kota Tua, khususnya masyarakat terdampak proses relokasi
yang dibutuhkan dalam rangka penataan kawasan Kota Tua; dan

2. berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam
rangka proses relokasi yang dibutuhkan dalam rangka penataan
kawasan Kota Tua.

. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta :

Mengoordinasikan anggaran SKPD yang terkait dengan pelaksanaan
penataan kawasan Kota Tua.

. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta :

Memproses permohonan perizinan yang diperlukan dalam rangka
penataan kawasan Kota Tua sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI
Jakarta :

Memproses dan mengoordinasikan terkait permasalahan aset milik
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena penataan kawasan Kota
Tua.

. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta :

1. melaksanakan koordinasi dengan Tim Sidang Pemugaran dalam rangka
penataan kawasan Kota Tua sebagai kawasan Cagar Budaya; dan

2. menugaskan UPT Kota Tua dalam teknis pelaksanaan penataan
kawasan Kota Tua.

. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Kepala Dinas
Penataan Kota, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Tata Air,
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Kepala Dinas Perhubungan
dan Transportasi, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah serta Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
dan Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta :

Mendukung percepatan pelaksanaan penataan kawasan Kota Tua
melalui  koordinasi, penerbitan persetujuan/rekomendasi teknis,
pengawasan dan hal-hal lain yang diperlukan sesuai tugas pokok dan
fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI
Jakarta dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta :

Membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Asisten
Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam memonitor progres
pelaksanaan penataan kawasan Kota Tua.




i. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta :

Menangani proses hukum yang terkait dengan hal teknis pelaksanaan
penataan kawasan Kota Tua.

J. Kepala Unit Pengelola Kawasan Kota Tua :
1. Selaku koordinator dan penanggung jawab penataan dan pengelolaan

kawasan Kota Tua;

2. Mengoordinasikan SKPD teknis terkait dalam hal teknis pelaksanaan
penataan kawasan Kota Tua; dan

3. Melaporkan secara berjenjang progres pelaksanaan penataan
kawasan Kota Tua.

KEDUA . Pelaksanaan pekerjaan penataan kawasan Kota Tua sesuai gambar
rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam
lampiran Instruksi Gubernur ini yang dimungkinkan adanya penyesuaian
sesuai kondisi di lapangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

%

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DK! Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

[



W e RN i
>/ A ; S N /f?'/
o AL, //

I
S o~ /
/’ / ’/ - ~ /7 J 4
S o Y -
A NN 9 Ve
i X, N
- N % 7 R QZ/ //?/7’77%;;: Y
/////!”;41.7:\*!
A7 ) iy
X, AN ==
N, S S/ /
SN TV
< / ~ Y T { L/
/ 4 - HET
NY4 = 1y
== ~ ’ T =
\*i\i\\\g/ - e
i B N N R
= SN
/ [ L\Z\Q\\\ )
S L
;/\
\\ g 4\
- \’\\\ o~ / /L §7t\\\‘7
Al e, MY LT

s

DIVERTER + PINTU AIR + STOP LOCK
by specialist

MASTER PLAN KALI BESAR (RENCANA)

Fi 4—3_:_1_

-0 20 40 80 160 M

LOWWPI ren -

NO (ol TAHUN Jolb
[ yull Jorh

/Gubernur Provinsi Daerah Khusus(

Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama




BUIRWIN

(AN

‘“ejrexer Soﬂﬁﬂhf

SNSNYY YeIoe( ISUIAOIL] INUWIaqh

~

2

LS X03HD

JOVNIS M3d

AIMHVd NISIN M3d

SIHOS3ISIIV M3d

NYIVI NdNVT "M3d

IdVOSANY1 M3d

3dVOSL40S M3d

AdVYOSAYVYH M3d

10Na LIM NVINTVS "M3d

LONA AYd NYINTVS M3d

LYHVA NYYIredIN3d

NYINVNVYL M3d

NAYY X030 "M3d

NOOINOJ M3d

LININDINDT TVIdL

NISIN ONVSVd

1IOVd dVSVYd dIM VIV M3d

HYIOHSNN M3d

HYIOHSNIA M3d NIZI

H3LA3AID H3d

AV NINId M3d

NVIVENII ONIHSINIA M3d

NVYLVYENIr M3d

IVONNS ONITId NVd 311d L33HS M3Id

VONNS ONIANIA + IYONNS ¥vSvYd 'M3d

ONOANID NVINTVS M3d

NVANTVYS NVONNAN3E M3d

IANOLS NI M3d

e

IVONNS NVONIMION3d

910291 “d'M

139dN8g + NILSIS T¥NId

IVONNS NYYIreax3Id
Hvys3g 1T

d3S

19V anr NN 13N

IiddY YN

g34

NI

S3da AON

MO

d3S

1OV

anr

N

3N

NVONVYILIN

AIAOUd VINVN

£102

9102

BlIENER [ BI0:NG] SNSNYD] Yeloe( ISUIA0l] JNULIGNY) ISYNISU] :

910¢

VLL VLOM NVSYVMVY NVVIVNHd NVVLIANAd NYYNVSAVIAd Tvmave

Leng 1

910<¢ NNHYL 10T

esdue],
JOWION

11 weardure|




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

